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Penelitian ini bertujuan untuk menganlisis realisasi anggaran untuk 
menilai efektivitas dan efisiensi kinerja pada Dinas Perhubungan Kota 
Pekanbaru Tahun 2015-2019. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
deskriptif, populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah laporan relisasi 
anggaran tahun 2015-2019 yang ada di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. 
jenis data yang digunakan dalam penelitian ini  data kuantitatif dan kualitatif, 
Sumber data yang digunakan peneliti adalah sekunder. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan 
wawancara. Teknik analisis Data yang di gunakan  si peneliti adalah teknik 
deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa,perkembangan tingkat 
efektifitas realisasi anggaran di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 
2015-2019 pekanbaru kinerjanya sudah berjalan efektif sesuai yang di targetkan  
dan sudah mencapai nilai realisasinya sesuai ketentuan walaupun  terjadi naik 
turun nya anggaran realisasi yang sudah ditentukan dan tidak pernah di bawah 
rata rata. 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang 
dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya 
dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang. 
Anggaran publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap–
tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik 
masyarakat. 
Anggaran publik merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian.  
Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai 
oleh publik, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan 
alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Melalui 
data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja lembaga/organisasi 
pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan 
sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan publik. 
Laporan realisasi anggaran merupakan jenis laporan keuangan daerah yang 
lebih dahulu dihasilkan sebelum kemudian diisyaratkan untuk membuat laporan 
neraca dan laporan arus kas. Anggaran dalam sektor publik merupakan tulang 
punggung (back-bone) penyelenggaraan pemerintahan. Usaha pemerintah daerah 
dalam menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah yang dimiliki serta 
kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana yang ada tercermin dalam 




Laporan keuangan suatu perusahaan merupakan salah satu bentuk informasi 
yang dapat disampaikan secara relevan apabila menggunakan sistem yang tepat 
pula, hal tersebut sangat bermanfaat bagi perusahaan, terutama bagi para 
pengambil keputusan harus dapat menentukan segala sesuatunya dengan efektif 
bagi kelangsungan hidup perusahaan. 
Efisiensi dan Efektivitas sangat penting dalam pengukuran atau 
perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan serta 
terkait denganhubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang 
sesungguhnya tercapai. Menurut (Mahmudi 2011:22), Efisiensi terkait dengan 
hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan 
sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Sedangkan, 
efektivitas (hasil guna) merupakan dukungan antara pengeluaran dengan tujuan 
atau sasaran yang harus dicapai, pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian 
tujuan atau paket kebijakan. 
Penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi pada Dinas Perhubungan Kota 
Pekanbaru lebih ditekankan pada penilaian Laporan Akuntabilitas Instansi 
Pemerintah (LAKIP) yang dibuat setiap tahun anggaran. Penilaian kinerja melalui 
LAKIP hanya bertumpu pada output yang diperoleh oleh Dinas Perhubungan Kota 
Pekanabaru dengan membandingkan rencana yang ingin dicapai tanpa 
memperhatikan outcome. Dengan demikian LAKIP merupakan sarana bagi 
instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang 
sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat 




Berdasarkan penjelasan kepala UPTD perpakiran Dinas Perhubungan Kota 
Pekanbaru Khairunnas,SH mengatakan pemerintah Pekanbaru telah berusaha 
memaksimalkan  berbagai permasalahan perparkiran yang ada terkait dengan 
masalah yang ada muncul dalam pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru dengan 
adanya juru parkir liar. Kepala UPTD juga mengatakan adanya juru parkir liar 
yang seperti ini yang sering terjadi, karena mengutip biaya parkir melebihi yang 
sudah diatur. Apalagi jika memasuki momen-momen tertentu. Seperti konser, 
biaya parkir yang dikutip  bisa dua hingga tiga kali lipat dari tarip normal. Hal-hal 
yang seperti itu juga,maka Kepala UPTD ini akan serius untuk mengatasi masalah 
ini. 
Dalam 3 bulan menjabat kumpulkan Rp2,5 miliar sementara, ketika terkait 
realisasi target PAD retribusi parkir yang sudah dicapai untuk tahun 2019 ini. 
ditambah dengan realisasi sebelumnya juga sekitar Rp 2.5miliar. 
Berarti sudah mencapai Rp 5 miliar yang sudah dikumpulkan hingga 
pertengahan bulan Juli 2019. Target PAD parkir harus lebih dari 2018 Sedangkan, 
terkait dengan target yang ditugaskan untuk diperoleh dari Retribusi Parkir 2019 
sebanyak Rp 11 miliar lebih.  
Kepala UPTD sejauh ini berupaya untuk memenuhi anngaran yang telah 
ditetapakan dan lebih besar dari anggaran sebelumnya. setidaknya tidak kurang 
dari anggaran tahun 2018 yang memiliki besar anggaran sebesar Rp 9,3 miliar. 
Banyaknya terjadi koordinator parkir yang lama dan telah banyak menunggak 





Sejauh ini pemerintah selalu berusaha menertibkan parkir liar yang terjadi di 
Kota Pekanbaru dengan cara dibagikan dalam tujuh zona penentuan pengelolaan 
parkir dengan sistem swakelola "Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari 
parkir tepi jalan tahun ini Rp11 miliar lebih.(Patar Simanjuntak/Kamis,01 Agustus 
2019). 
Pada anggaran pendapatan dan belanja yang diperoleh pada tahun 2019 Dinas 
Perhubungan Kota Pekanbaru memiliki anggaran sebesar Rp.8,5 milyar disini 
dapat diperoleh informasi bahwa anggaran 2018 lebih besar tahun 2019. 
Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru masih 
belum mampu menempatkan anggaran yang sesuai, sehingga masih banyak hal– 
hal yang seharusnya diperbaiki serta ditindak lanjuti sebagai program kerja yang 
lebih baik. 
Namun, terkait dengan hal ini Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru masih 
belum terlihat efektif serta efisien dalam merealisasikan anggarannya. 
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul 
”Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektifitas Dan Efisiensi 
Kinerja Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru”. 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut,maka yang   
menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : 
1. Apakah kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam 
merealisasikan anggaran sudah berjalan efektif dan efisien? 




perhubungan kota pekanbaru ? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang dicapai dalam kegiatan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui apakah realisasi anggaran untuk menilai efektivitas 
dan efisiensi kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sudah 
berjalan efektif. 
2. Untuk menganalisa pengawasan anggaran pada dinas perhubungan Kota 
Pekanbaru apakah sudah mencapai nilai realisasi. 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan tersebut, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Bagi Peneliti,diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang 
merealisasikan anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi 
kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. 
2. Bagi Dinas Perhubungan, diharapkan sebagai gambaran untuk 
pembuatan sistem yang harus diubah dan diperbaiki, selanjutnya untuk 
bahan perbandingan agar bisa mempermudah dalam proses pengelolaan 
data,pelayanan, dan sistem pelaporannya. 
3. Bagi Peneliti Lain, diharapkan sebagai bahan perbandingan dan 
pengembangan penelitian lebih lanjut untuk penelitian 
selanjutnya, serta dijadikan bahan kepustakaan yang akan 




4. Bagi Universitas Islam Negeri Suska Riau,Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat menambah bahan bacaan ,wawasan, dan 
pengetahuan, baik bagi mahasiswa UIN SUSKA RIAU maupun 
pihak lain yang berkepentingan terkait dengan topik yang di teliti 
oleh penulis. 
E. Sistematika Penulisan 
  Agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang penulisan 
penelitian ini, maka secara garis besar materi pembahasan dari masing-
masing bab tersebut dijelaskan sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN  
Bab ini merupakan bagian awal dalam melakukan penelitian ini yang 
membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.  
BAB II LANDASAN TEORI  
Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang melandasi penelitian ini 
yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisa terhadap 
permasalahan yang ada, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta 
hipotesis penelitian.  




  Bab ini menguraikan tentang variabel-variabel yang akan diteliti dan 
definisi operasional, jenis dan sumber data, penentuan sampel, metode 
pengumpulan data dan teknik analisis.  
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN HASIL 
PEMBAHASAN   
Bab ini menguraikan tentang hasil analisis dan pengolahan data serta 
kemudian menginterpretasikannya serta gambaran umum lokasi 
penelitian yang bersangkutan.  
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  
Bab ini menjelaskan kesimpulan penelitian yang dibuat berdasarkan 





A. Pengertian Anggaran Sektor Publik 
Anggaran Sektor Publik adalah perencanaan finansial tentang perkiraan 
pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang 
dengan melihat data yang diperoleh dari masa lalu sebagai acuan penetapan 
anggaran. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses 
politik. Karena pada sektor publik anggaran harus diinformasikan kepada publik 
untuk di kritik, didiskusikan, dan diberi masukan.Penggunaan anggaran pada 
sektor publik sebagai alat penuntun bagi perencanaan dan pengendalian sumber 
daya, baik itu keuangan atau sebaliknya. 
Sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu 
bangsa. Kegagalan pada sektor publik dapat berdampak pada terganggunya  sektor 
bisnis dan sosial yang dapat memicu kondisi krisis suatu bangsa. Oleh karena itu, 
pembangunan sektor publik harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak boleh 
di abaikan.(Sasongko dan Parulian, 2015:2), berpendapat bahwa Anggaran adalah 
rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang 
tertuang secara kuantitatif. Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran 
diantaranya jumlah produk dan harga jualnya untuk tahun depan. 
Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah 
alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktifitas dalam satuan moneter. Pada 
sektor publik, anggaran harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, 




akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program- program 
yang dibiayai dengan uang public.  
Anggaran sebagai salah satu alat bantu manajemen memegang peranan 
penting karena dengan anggaran manajemen dapat merencanakan, mengatur, dan 
mengevaluasi jalannya suatu kegiatan. Anggaran adalah rencana tertulis mengenai 
kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu 
tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang (Nafarin, 2012:19). 
Sedangkan pengertian anggaran menurut ”Commite on Governmental 
Accounting” yang dikutip oleh (Haruman, 2010:6) anggaran adalah rencana 
operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan 
sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu 
tertentu.  
 Menurut Indra Bastian (2010;166) Anggaran mempunyai karakteristik 
sebagai berikut: 
a) Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non keuangan. 
b) Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satuan atau 
beberapa tahun. 
c) Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen,untuk 
mencapai sasaran yang ditetapkan. 
d) Usulan anggaran telah disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi 
dari penyususunan anggaran. 





B. Fungsi Anggaran Sektor Publik 
 Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu: 
a) Anggaran Sebagai Alat Perencanaan (PlanningTool) 
Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang 
akan dilakukan oleh pemerintah, berupa biaya yang dibutuhkan, dan 
berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran 
sebagai alat perencanaan digunakan untuk: 
1. merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan 
misi yang ditetapkan, 
2. merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan 
organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya, 
3. mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah 
disusun, 
4. menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. 
b) Anggaran Sebagai Alat Pengendalian (Control Tool) 
Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas 
pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan dapat 
dipertanggung jawabkan kepada publik. 
Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk 
menghindari adanya overspending, underspending dan salah sasaran dalam 
pengalokasian anggaran dalam bidang lain yang bukan merupakan prioritas.  
Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu: 




2. Menghitung selisih anggaran (favourable dan unfavourablevariances) 
3. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (controllable) dan yang 
tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) atas suatu varians, 
4. Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahunberikutnya. 
c) Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (FiscalTool) 
Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk 
menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.Anggaran 
dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan 
kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan 
ekonomi. 
 d)   Anggaran Sebagai Alat Politik (PoliticalTool) 
Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan 
kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, 
anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif 
dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan 
tertentu. Dalam pembuatan anggaran publik membutuhkan political skill, 
coalition building, keahlian bernegosiasi dan pemahaman tentang prinsip 
manajemen keuangan publik oleh para manajer publik. 
e. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (Coordination and 
CommunicationTool) 
Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan 




pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu 
mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian 
tujuan organisasi. 
f. Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja (Performance Measurement 
Tool)  
 Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) 
kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai 
berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. 
Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai, 
dikaitkan dengan anggaran yang ditetapkan. 
g. Anggaran Sebagai Alat Motivasi(MotivationTool) 
Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan 
staffnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai 
target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi 
pegawai, anggaran hendaknya bersifat challenging but attainable atau 
demanding butachieveable maksudnya target anggaran hendaknya jangan 
terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun jangan terlalu rendah 
sehingga terlalu mudah untuk dicapai. 
h. Anggaran Sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik (PublicShare) 
Fungsi ini hanya berlaku pada organisasi swasta anggaran merupakan 
dokumen rahasia yang tertutup untuk publik. Masyarakat dan elemen 
masyarakat lainnya non publik, seperti LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi 




penganggaran publik. Keterlibatan mereka dapat bersifat langsung dan tidak 
langsung. Keterlibatan langsung masyarakat dalam proses penganggaran 
dapat dilakukan mulai dari proses penyusunan perencanaan pembangunan 
maupun rencana kinerja publik (daerah), sedangkan keterlibatan secara tidak 
langsung dapat melalui perwakilan mereka di lembaga legislatif 
(DPR/DPRD). 
C.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
1. PengertianAPBD 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana 
penerimaan dan pengeluaran daerah yang meliputi rencana pendapatan, 
belanja, bagi hasil, cadangan, dan pembiayaan yang disetujui oleh DPRD 
dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (PERDA).Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah 
suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.(UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 
8 tentang Keuangan Negara). 
Menurut Mahsun (2011:81), Definisi anggaran pendapatan dan 
belanja daerah juga merupakan daftar yang memuat rincian penerimaan 
daerah dan pengeluaran belanja daerah selama satu tahun. APBD 
merupakan rencana kerja kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan 
dalam bentuk angka dan menunjukan adanya sumber penerimaan yang 
merupakan target minimal dan beban yang merupakan batas maksimal 




Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat 
dan dikelola dalam APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan 
keuangan daerah dalam satu tahun anggaran.APBD merupakan rencana 
pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam 
rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. 
Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target 
yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah 
dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam 
APBD.Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, 
maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, 
pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Tahun anggaran APBD 
sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir 
tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, 
pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan 
berdasarkan kerangka waktu tersebut. 
Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan 
merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi 
belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah 
ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya 
kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. 
APBD terdiri dari anggaran pendapatan dan pembiayaan, pendapatan 




retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah,dan penerimaan lain-
lain. Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana 
Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus, kemudian pendapatan 
yang sah seperti dana hibah atau dana darurat. Pembiayaan yaitu setiap 
penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan 
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun 
tahun-tahun anggaran berikutnya. 
2. Fungsi APBD 
Fungsi APBD jika ditinjau dari kebijakan fiskal yaitu: 
a. Fungsi otorisasi yaitu bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk 
melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. 
b. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi 
pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun 
yangbersangkutan. 
c. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi 
pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan 
daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 
d. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus 
diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi 
pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas perekonomian. 
e. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah 




f. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah 
menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan 
fundamental perekonomian daerah. 
3. TujuanAPBD 
Setiap tahun pemerintah daerah menyusun APBD.Tujuan penyusunan 
APBD adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan daerah agar 
terjadi keseimbangan yang dinamis, dalam rangka melaksanakan kegiatan-
kegiatan di daerah demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan 
kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang cukuptinggi. 
Pada akhirnya, semua itu ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil 
dan makmur, baik material maupun spiritual bedasarkan Pancasila dan UUD 
1945, serta untuk mengatur pembelanjaan daerah dan penerimaan daerah 
agar tercapai kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah secara merata. 
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Menurut UU No.32 tahun 2004 Pendapatan Daerah, adalah hak 
pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih 
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah 
menurut UU No.32 tahun 2004,terdiri dari: 
a. Pendapatan Asli daerah (PAD), berasal dari: Hasil Pajak Daerah, Hasil 
Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 
dan lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. 
b. Dana Perimbangan, merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari 




(DAU) dan Dana Alokasi Khusus(DAK). 
c. Lain - lain pendapatan daerah yang sah adalah merupakan seluruh 
pendapatan daerah selain PAD dan dana Perimbangan meliputi hibah, 
dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. 
5. Belanja Daerah 
Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2014 belanja daerah adalah 
semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi 
saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang 
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. 
D.   Laporan Realisasi Anggaran Publik 
1. Pengertian Laporan Realisasi Anggaran Publik 
Laporan realisasi anggaran yang disebut dengan LRA merupakan 
laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian 
sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan 
perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode 
pelaporan yang terdiri atas unsur pendapatan dan belanja. 
Laporan realisasi anggaran yang disusun dalam laporan keuangan 
akan dijelaskan secara rinci dalam suatu catatan atas laporan keuangan. 
Penjelasan tersebut akan memuat informasi-informasi yang 
mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan 
moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara 
anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut 




Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang 
sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan 
pemerintah pusat dan daerah  serta resiko ketidakpastian atas sumber 
daya ekonomi tersebut. Selain itu, laporan realisasi anggaran juga 
memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi 
yang diperoleh dan digunakan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip 
ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, sesuai dengan anggaran yang 
ditetapkan serta sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang 
berlaku. 
Pemerintah pusat dan daerah serta resiko ketidakpastian atas 
sumber daya ekonomi tersebut. Selain itu, laporan realisasi anggaran 
juga memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber daya 
ekonomi yang diperoleh dan digunakan telah dilaksanakan sesuai 
dengan prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, sesuai dengan 
anggaran yang ditetapkan serta sesuai dengan peraturan perundang – 
undangan yang berlaku. 
2. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran Publik 
Tujuan standar laporan realisasi anggaran adalah mengungkapkan 
kegiatan keuangan pemerintah yang memenuhi karakteristik kualitatif 
laporan keuangan dan menetapkan dasar – dasar penyajian laporan 
realisasi anggaran untuk pemerintahan dalam rangka memenuhi tujuan 
akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang – 




realisasi dan anggaran entitas secara tersanding. Penyandingan antara 
anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target – 
target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan 
peraturan perundang – undangan. 
Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna 
dalam memprediksikan sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk 
mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah. Laporan tersebut juga 
memprediksi resiko ketidakpastian dari sumber – sumber daya ekonomi 
yang berhubungan dengan kegiatan pemerintah tersebut.  
Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada 
para pengguna laporan tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi 
yang diperoleh dan digunakan: 
1. Telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan hemat. 
2. Telah sesuai dengan anggarannya. 
3. Telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku 
3. Komponen Laporan Realisasi Anggaran Publik 
1. Pendapatan LRA 
Pendapatan negara/daerah merupakan iuran rakyat yang 
diamanatkan kepada Pemerintah, sehingga pendapatan LRA disusun 
untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan 
ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah 




Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada rekening kas umum 
Negara/Daerah. Pembukuan pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan 
asas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto, dan tidak 
diperbolehkan mencatat notenya namun ketika biaya atas pendapatan 
tersebut bersifat variabel dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu 
dikarenakan proses belum selesai, maka dapat mencatat nilai netonya. 
2. Belanja 
Belanja adalah pengurangan ekuitas dana lancar pemerintah untuk 
pengeluaran yang ditetapkan dalam dokumen otoritas kredit. Belanja 
disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan 
ketentuan dan dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi 
manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut. 
Pembayaran belanja dapat dilakukan secara langsung atau melalui 
dana kas kecil yang diberikan kepada para bendahara pengeluaran. 
Pembayaran diberikan langsung kepada yang berhak jika jumlah, 
peruntukan, dan penerimanya sudah pasti. Dana kas kecil digunakan 
pemerintah untuk membayar keperluan sehari – hari kantor. Pada 
dasarnya pemerintah menggunakan sistem dana tetap.Jika terjadi 
kekeliruan dalam pengeluaran belanja maka koreksi atas pengeluaran 
belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode 
pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurangan belanja pada 





3. Surplus /Defisit-LRA 
Surplus – LRA adalah selisih lebih antara pendapatan – LRA dan 
belanja selama satu periode pelaporan. Defisit – LRA adalah selesih 
kurang antara pendapatan – LRA dan belanja selama satu periode 
pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit – LRA. Perhitungan 
surplus/defisit – LRA dilakukan di tingkat pemerintah pusat atau daerah 
melalui jurnal penutup pada saat dilakukan proses konsolidasi. 
4. Pembiayaan 
Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 
kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
anggaran bersangkutan maupun bertahun – tahun anggaran berikutnya, 
yang dalam penganggaran publik terutama dimaksudkan untuk menutup 
defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. 
Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan kas daerah antara 
lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi publik, hasil 
privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali.  
Pinjaman yang diberikan pihak ketiga, dan penjualan investasi 
permanen lainnya. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat uang 
diterima pada rekening Kas Umum Negara/Daerah, dan dicatat 
berdasarkan asas bruto.Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada 
saat dikeluarkan dari rekening Kas Umum Negara/Daerah. 
5. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran(SiLPA/SiKPA) 




selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 
satu periode pelaporan.SiLPA/SiKPA diperoleh dari penutupan akun 
Surplus/Defisit dan pembiayaan neto pada akhir tahun anggaran, untuk 
selanjutnya dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. 
Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Publik 
Tabel 2.1Laporan Realisasi Anggaran 2015 sampai 2019 
No. Tahun Penyusunan Anggaran Realisasi % 
1 2015 50.340865.132,00 35.162.150.408,00 69,85 
2 2016 46.695.530.956,00 37.441.310.779,00 80,18 
3 2017 170.379.105.986,00 143.144.980.834,00 84,02 
4 2018 187.698.805.168,00 126.174.858.941,00 67.22 
5 2019 110.908.837.140,00 81,794.396.270,00 73,75 
Sumber : Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 




F. Pengertian Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Anggaran Sektor    
 Publik 
1. Pengertian Efektivitas Kinerja Anggaran Sektor Publik 
Efektivitas kinerja anggaran sektor publik adalah ukuran berhasil 
tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi 
berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan 
dengan efektif.Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau 
kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah di terapkan. Pengukuran 
efektivitas mengukur hasil akhir dari suatu pelayanan dikaitkan dengan 
outputnya (cost of outcome). 
Menurut Mahmudi (2011:22) efektivitas (hasil guna) merupakan 
dukungan antara pengeluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus 
dicapai.Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan 
pencapaian tujuan atau paket kebijakan. Kegiatan operasional dikatakan 
efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran 
aktif kebijakan. 
Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak 
(outcome) dan keluaran (output) program dalam mencapai tujuan 
program. Semakin kontribusi output yang dihasilkan berperan terhadap 
pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif 
proses kerja suatu unit organisasi. Pengukuran efektivitas bisa 
dilakukan hanya dengan mengukur outcome. Tingkat efektivitas diukur 








𝑋 100 % 
2. Pengetian Efisiensi Kinerja Anggaran Sektor Publik 
Efisiensi kinerja anggaran sektor publik diukur dengan rasio antara 
output dan input. Pengukuran efisiensi berhubungan erat dengan konsep 
produktivitas, pengukuran efesiensi dilakukan dengan menggunakan 
perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang 
digunakan. Efisiensi kinerja anggaran sektor publik lebih bersifat relatif. 
Menurut Raharjo (2011:169) mengemukakan bahwa efisiensi 
merupakan suatu kondisi atau keadaan, dimana penyelesaian suatu 
pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan dengan penuh 
kemampuan yang dimiliki. Secara sistematis, efisiensi merupakan 
perbandingan antara output dan input atau dengan istilah lain output per 
unit input. 
Efisiensi berarti tingkat pencapaian output yang maksimum dengan 
input tertentu. Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut. 
 
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 =
realisasi belanja lansung  
anggaran belanja 




3.   Manfaat Analisis Realisasi Anggaran SektorPublik 
1. Menyediakan informasi mengenai sumber alokasi dan penggunaan 
sumber daya ekonomi. 
2. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara 
menyeluruh yang berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah 
dalam hal efisiensi dan efektivitas pengguna anggaran. 
3. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna 
untuk memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk 
mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode 
mendatang dengan cara menyajikan laporan secara kompharatif. 
G.   Kinerja Dalam Pandangan Islam 
 Abdul Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan bahwa derajat 
atau tingkatan dineraka mengarah kebawah, sedangkan derajat disurga 
mengarah ke atas (tafsir Ibnu Katsir). 
 Firman Allah SWT dalam Surah Al-Ahqaaf ayat 19: 
ا َعِملُوا ۖ َولِيَُوفِّيَهُْم أَْعَمالَهُْم َوهُْم  َ ََل يُْظلَُمونَولُِكلٍّ َدَرَجاٌت ِممَّ  
Artinya :’’ Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang 
telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka 





Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah pasti akan memebalas setiap amal 
perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya 
jika seseorang melaksankan pekerjaan dengan baik dan menunjukan kinerja 
yang baik pula bagi organisasinya maka ia akan mendapatkan hasil yang 
baik pula dari kerjaannya dan akan memberikan keuntungan bagi 
organisasinya. 
          Firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-A’raaf ayat 39 : 
 
اَنْ  َِم  ْ َْ  ْ ل   ِ وَقو   ْل ا َْن ع  ب ل َِ ْ ُت  ُا    ْ ت  ْْ َقُ ُ  ِ َْ َا َ  َْ  َ ُْ ْ ل َلا    
ا    ْ ْن  لَ لو  ْ  ل ِ  ُاَْن َ     َْ
َ َا  
 
Artinya : ‘’Dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara 
mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian:’’Kamu tidak 
mempunyai kelebihan sedikitpun atas kami, maka rasakanlah siksaan 
karena perbuatan yang telah kamu lakukan ‘’. 
 
Ayat diatas menjelaskan bahwasanya segala kelebihan hanya milik 
Allah, oleh karena itu bekerja tidak hanya sebatas ubuddiyah saja,karena 
pekerjaan merupakan proses yang frekuensi logisnya adalah pahala 
(balasan) yang akan kita terima. Dalam konteks ini,pekerjaan tidak hanya 









Firman Allah dalam Q.S At-Taubah ayat 105: 
بَ     ِ َْْ ْسَلا َقو  م  َ  ِ َ قَََُّْلل   َ  ِ َ َلْن     ْ  َ ۥُ َ َ م     َ 
ُن ََق   ْ ا َ َ  ِ َانا    ْ ِو   اْ ى    ِ   
َِ بَْن ٱ      ل  ََلن ُا   ِّا َ مَ وَة  ُ َُْبم    ِ ُا  ْم ْْم  ََقو   َ   ْ  
 
Artinya: "Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya 
serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 
dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang 
nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." 
 
Ayat ini juga berisikan peringatan keras atas perbuatan orang-orang yang 
menyalahi perintah agama. Segala yang diperbuat akan dimintai 
pertanggungjawaban kelak di Hari Kiamat. Maka, semua aib dan perbuatan 
buruk serta kejahatan lainnya akan terlihat. 
QS. Al-Jumuah ayat 10 : 
 
ُِ ََِ  ُْ  ِ ا 
ِت  ا  َْ  َ ُْ ُُْب َمْقُ َلا  ِ ِا  َْ ُ َاى ُْم  ِْ  َ قَِّ َ لْْب با
 َ ُْ َا ُْ م  َا َ  ُ   َ لا  
ََُلْ بَََّْاَرْقو  .         نامِْ ُُْت   ِ  
 
Artinya:’’ Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka 
bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya 
kamu beruntung.” 
 
Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para 
pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya 
ekonomi : telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, dan telah 
dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan telah 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada 
tempat penelitian dan sampel penelitian yang diteliti. 
Pada penelitian sebelumnya menjelaskan tentang : 
1. Siti Mardiyah ulfa ‘’Analisis realisasi anggaran untuk menilai efektivitas 
dan efesiensi kinerja pada dinas perhubungan kota Medan 2015-2017’’ 
 Penelitian ini menggunakan sampel penelitian anggaran selama 2 tahun. 
2. Nining  Yunia Artanti 2007)’’Analisis kinerja Keuangan Anggran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)   Di Pemerintahan Kab. 
Magetan 2007. 
 Penelitian ini menggunakan sampel penelitian anggaran selama  1 tahun. 
3. Ariel Sharon Sumange (2013)’’ Analisis Efektivitas dan Efesiensi 
pelaksanaan anggaran belanja badan  perencanaan pembangunan daerah 
(BAPPEDA) Minahasa Selatan (2008-2012). 
 penelitian ini menggunakan sampel penelitian anggran selama 5 tahun. 
4. Cindy Kareima  Waney (2012-  2016)Analisis Realisasi Anggaran untuk 
menilai efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah pertanian dan 
Perternakan Provinsi Sulawesi Utara. 
 penelitian ini menggunakan sampel penelitian anggaran selama 5 tahun. 





Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Wonogiri Tahu 
Anggaran2011-2015”.  
Peneliti ini menggunakan sampel penelitian anggaran selama 5 tahun. 
Sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang : 
Fitra pida (2020),’’Analisis Realisasi Anggaran untuk menilai Efektivitas 
dan Efesiensi Kinerja Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru’’. 
Sampel penelitian peneliti ini menggunakan sampel anggarannya selama 5 
tahun. 
H. Kerangka Konseptual 
Definisi kerangka konseptual menurut FASB (Financial Accounting 
Standards Board) adalah suatu sistem yang koheren dari hubungan antara 
tujuan dan fundamental yang dapat mendorong standar yang konsisten dan 
yang menjelaskan sifat, fungsi serta keterbatasan akuntansi dan laporan 
keuangan. Penelitian ini akan mengulas tentang permasalahan realisasi 
anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja, yang dapat dilihat 
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     BAB III  
   METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini,jenis penelitian yang dilakukan peneliti ini adalah 
penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2012:11) : “penelitian deskriptif 
adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, 
baik suatu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, 
atau menghubungkan dengan variabel lain”. 
B. Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 
Jl.Dr.Sutomo No. 88, Kota Pekanbaru , Riau 28155. Telp.0811-769-466. 
Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Februari 2020 sampai dengan selesai. 
C. Populasi dan Sampel 
a. Populasi  
Menurut Nanang Martono (2011:74) “Populasi merupakan keseluruhan 
objek atau subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat – 
syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian atau keseluruhan unit 
atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti”. Berdasarkan 
pendapat diatas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 
pegawai Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru . 
b.   Sampel 
Menurut Nanang Martono (2011:74) “Sampel merupakan bagian dari 




sampel dapat didefinisikan sebagai anggota populasi yang dipilih dengan 
menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili 
populasi”. Sampel dalam penelitian ini adalah Realisasi Anggaran tahun 
2015-2019 yang ada di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. 
Yang  menjadi sampel pada penelitian ini adalah (Kasubag keuangan 
dan program dinas hubungan kota pekanbaru), Sarwono,S.ST 
NIP.19840206 200604 1002. 
D. Definisi Operasional Variabel Penelitian 
Definisi Operasional adalah definisi yang dibuat spesifik sesuai dengan 
kriteria pengujian atau pengukuran,dibentuk dengan cara mencari indikator 
empiris konsep. Jadi pengertian yang biasa didapatkan dari definisi tersebut 
adalah bahwa di dalam sebuah penelitian ada sesuatu yang memang menjadi 
sasaran, misalnya variabel itu tadi. Definisi operasional dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Laporan Realisasi Anggaran Sektor Publik adalah Laporan yang 
menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya 
ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan perbandingan antara 
anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan yang terdiri atas 
unsur pendapatan dan belanja. 
Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sektor Publik, Efektivitas kinerja 
anggaran sektor publik adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi 
mencapai tujuannya. Pengukuran efektivitas mengukur hasil akhir dari 




Efisiensi kinerja anggaran sektor publik lebih bersifat relatif. 
Pengukuran efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas, 
pengukuran efesiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara 
output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. 
E. Jenis Data dan Sumber Data 
a. Jenis Data 
 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan 
data kuantitatif. Menurut Sugiono (2010:15) jenis data terbagi dua 
macam yaitu: data kualitatif adalah yang berbentuk dekskriptif atau 
uraian lain dan pengukurannya tidak dapat menggunakan skala numerik, 
data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. 
Sehingga untuk bisa dilakukan pemrosesan statistik, bentuk penelitian 
kualitatif harus disajikan dalam angka–angka (kualitatif yang 
dikuantitatifkan). 
b. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Menurut 
Sugiyono (2012:141) bahwa data sekunder adalah “sumber data yang 
diperoleh dengan membaca, mempelajari dan memahami melalui media 
lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen resmi yang 
dikeluarkan oleh dinas terkait”. Peneliti menggunakan data sekunder 
karena peneliti mengumpulkan informasi dari data yang telah diolah oleh 
pihak yang berwenang dalam bentuk dokumen seperti laporan realisasi 




F. Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 
 Dalam usaha pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan dalam 
penelitian ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut. 
a. Teknik Wawancara 
Menurut Sugiyono (2013:231) bahwa “Wawancara  merupakan 
pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 
jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu” 
yaitu penulis melakukan tanya jawab kepada pihak yang terkait dan 
berwenang di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tentang realisasi 
anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja. 
b. Teknik  Dokumentasi 
 Menurut Sugiyono (2013:240) “Dokumen merupakan catatan 
peristiwa yang sudah berlalu”. Jadi penulis juga melakukan pengumpulan 
informasi   data akuntansi, dokumen-dokumen dan catatan seperti 
laporan realisasi anggaran dan data lainnya yang diperlukan pada Dinas 
Perhubungan Kota Pekanbaru. 
c. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik deskriptif. Analisis data menurut Sugiyono (2013:244) adalah 
“proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 




mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang 
lain”. Analisis ini dilakukan dengan cara menganalisis, menafsirkan, dan 
mengolah data pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, sehingga dapat 
memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti 
yaitu analisis realisasi anggaran untuk menilai efektifitas dan efisiensi 
kinerja. 
d. Analisis Efektivitas 
Menurut Halim (2012:10) : Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah 
yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. 
Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan dan 
sasaran  yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif 
apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan 
(spendingwisely). Indikator efektifitas menggambarkan jangkauan akibat 
dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai 
tujuan program. 
Efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang 
ditetapkan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan publik dalam 
merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan target yang 
ditetapkan berdasarkan potensi riil. 
Kinerja sektor publik dikatakan efektif apabila rasio antara 90,01% 
s/d 100%, semakin tinggi rasio efektivitas berarti kinerja akan semakin 




(Yunianti, 2015). Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan 
realisasi anggaran penerimaan dengan target anggaran penerimaan 
dengan rumus sebagai berikut: 
 
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =   
Realisasi penerimaan  PDA 
Anggaran penerimaan PA
  𝑋  100% 
 
Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah 
daerah dalam memobilisasi penerimaan sesuai dengan yang ditargetkan. 
Secara umum,  nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai 
berikut: 
1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka pendapatan 
dikatakan sangat efektif. 
2. Jika hasil perbandingan mencapai 100%, maka pendapatan 
dikatakan efektif. 
3. Jika hasil perbandingan mencapai 90-99%, maka pendapatan 
dikatakan cukup efektif. 
4. Jika hasil perbandingan mencapai 75-89%, maka pendapatan 
dikatakan kurang efektif. 
5. hasil perbandingan mencapai dibawah 75%,maka pendapatan 
dikatakan tidak efektif 
Efesiensi adalah hubungan antara masukan (input) dan keluaran 
(output), efesiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan 




untuk mencapai tujian organisasi  perangkat public dapat tercapai 
manfaat tertentu. 
Input merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan 
kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.  
Output adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai 
dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik. Efisiensi berarti 
tingkat pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu. Rasio 
efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut: 
𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 =
realisasi belanja  
anggaran belnaja 
 𝑥 100% 
Kriteria analisis efesiensi dapat dikategorikan sebagai : 
1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%,maka anggaran belanja dikatakan 
tidak efisien. 
2. Jika hasil perbandingan 90- 100%, maka anggaran belanja dikatakan 
kurang efesien. 
3. Jika hasil perbandingan mencapai 60-80% maka anggaran belanja 
dikatakan efisien. 
4. Jika hasil perbandingan mencapai dibawah 60%, maka anggaran belanja 
dikatakan sangat efisien. 
Menurut keputusan keputusan Menteri dalam negeri Nomor 690.900-327 
Tahun 1996,Mengenai tingkat Efesiensi Anggaran Belanja 
 
 
   
70 
BAB  V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa 
tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Dinas 
Perhubungan Kota Pekanbaru kurang maksimal dan kinerja Dinas 
Perhubungan Kota Pekanbaru belum berhasil ini dapat dilihat dari hasil 
pengukuran lingkat efektifitas dan efisiensi sebagai berikut:  
1. Efektifitas  
Berdasarkan hasil perhitungan tahun 2015 berawal  sebesar 
69,85%, dan pada tahun 2016 sebesar 80,18%  terjadi peningkatan  10,93 
% , dan dari tahun 2016  sbebesar  80,18% ke tahun 2017 sebesar 84,02% 
terjadi peningkatan  sebesar 3,84%, dari tahun 2017 sebesar 84,02% dan 
tahun 2018 sebesar 65,87% terjadi penurunan 18,87%, dan dari tahun 
2018 67,22%   tahun 2019 sebesar 73,75% terjadi penimgkatan 6,53%.  
Dilihat dari perhitungan tersebut kinerja Dinas Perhubungan Kota 
Pekanbaru sudah efektif karena hasil yang dicapai 60% keatas.  
Peningkatan yang terjadi pada anggaran belanja realisasi pada dinas 
perhubungan kota pekanbaru adalah memprioritaskan kegiatan sesuai 
topoksi  dengan  mengerjakan kegiatan tepat pada waktunya sesuai 
dengan prioritas serta  
Anggaran yang cukup sesuai yang di realisasikan.. Sedangkan 




tercapainya target anggaran  belanja yang telah ditetapkan serta 
penanggung jawabnya tidak bekerja secara maksimal pada waktu yang 
disesuai kan perusahaan,serta anggaran disalahguna oleh pihak yang 
bersangkutan. 
2. Efisiensi  
Berdasarkan tingkat efisiensi realisasi belanja langsung dan 
realisasi beianja pada tahun 2015 sebesar 74,45%, pada tahun 2016 
tingkat efisiensi  realisasi belanja lansung dan realisasi belanja adalah 
74,91% meningkat sebesar 0 ,45 %, dari tahun 2016  74,91%  ke  tahun 
2017 tingkat efisiensi realisasi belanja langsung dan realisasi belanja 
sebesar 94,16% terjdi peningkatan 19,25 % , dan dari tahun 
2017sebasar 94,16 %  ke tahun 2018 sebesar 92,32 % terjadi penurunan 
sebesar 16,91%, dan dari tahun 2018 sebesar 92,32% ke  tahun 2019 
sebesar 88,75% terjadi penurunan  3,57% .  Pada tahun 2017 tingkat 
efisiensi realisasi belanja langsung dan realisasi belanja sebesar 94, 
16%. 
Pada anggaran realisasi yang didapat  terjadi naik turun nilai realisasi 
penyebabnya sebagai berikut tahun 2015 ketahun 2016 terjadi peningkatan 
karena kecil iuran  tunjangan pph  atau tunjangan khusus, dari tahun 2016 
ke tahun 2017 terjadi  peningkatan karena kecil  belanja pegawai yang 
dikeluarkan, dari tahun 2017 ke tqhun2018  terjadi penurunan karena 
rendahnya tunjangan pph atau tunjangan khusus yang diterima  ,dari tahun 




berdasarkan prestasi kerja   
Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kota 
Pekanbaru kinerjanya sudah berjalan efektif sesuai yang di targetkan  dan 
sudah mencapai nilai realisasinya sesuai ketentuan walaupun  terjadi naik 
turunnya anggaran realisasi yang sudah ditentukan dan tidak pernah di 
bawah rata rata. 60%. 
B. Saran  
1.   Bagi peneliti selanjutnya  
Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam 
menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan berbagai macam 
rasio yang lebih banyak dan bias menggambarkan keadaan keuangan daerah 
yang sebenarnya. Selain itu , diharapkan penelitian selanjutnya untuk 
menambah lagi jangka waktu penelitian ,sehingga hasil penelitiannya lebih 
andal dan akurat dari pada hasil penelitian oleh penulis. 
2.  Bagi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 
a. Dari segi pertumbuhan belanja berdasarkan periode tersebut 
memberikan gambaran bahwa angka persentase yang ditunjukan dari 
hasil perhitungan bisa saja dijadikan acuan untuk penyusunan anggaran 
agar lebih baik lagi di periode tahun anggaran selanjunya. 
b. anggaran belanja daerah yang telah dilakukan berdasarkan alat analisi 
menunjukan bahwa penyerapan kinerja anggran yang ada pada Dinas 
Perhubungan Kota Pekanbaru sudah memenuhi syarat efisiensi yaitu 




maksimum, terutama bagi perencanaan dan pengembangan daerah. 
 Anggaran agar optimalisasi yang diinginkan segera terlaksanakan 
sesuai visi dan misi Dinas Perhubungan kota Pekanbaru. Dalam hal 
efesiensi belanja Dinas Perhubungan agar lebih mantap meningkatkan 
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 Nama : Sarwono,S.ST 
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program  Dinas    
   Perhubungan   Kota  Peknbaru 
Keterangan :   p : mahasiswa  
   J : kasubag dinas perhubungan. 
Semakin besar rasio efektivitas berarti kinerja pemerintah samakin baik. 
  Prosedur penyusunan anggaran tersebut, peneliti dapatkan dari hasil 
wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 Desember 2020  dengan Kasubag 
Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.  
Adapun kutipan dialog percakapan antara peneliti dengan Kasubag 
Program dan Perencanaan yaitu : 
P : apakah perusahaan mempunyai anggaran  biaya ? (1) 
J :  Iya ada. 
P : apakah kegiatan dinas perhubungan  berdasarkan prosedur pemerintah  
    yang berlaku? (2) 
J : Iya sudah 
P : Apakah kegiatan yang dilakukan dinas perhubungan telah mencari  
   Alternatif  yang    terbaik dalam meningkakan efisiensi dan efektifitas ? (3) 
 J : Iya sudah dilakukan 
 P : Apakah yang dilakukan dinas perhubungan telah dilakukan  secara    
      efektivitas  dan  efisiensi ? (4) 




P :  apakah sistem informasi pengelolaan  keuangan daerah dapat dipahami  
   oleh   penggunanya? (5)  
J : Iya bisa 
P :apakah  sistem  anggaran  realisasi pada dinas perhubungan  sudah 
berjalan lancar yang telah di tetapkan  ? (6) 
 J : Iya sudah sesuai 
P : Apakah upaya yang dilakukan  Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru agar 
   anggaran realsasinya selalu efektif dan efesiensi  ? (7) 
J : Memprioritaskan kegiatan sesuai topoksi 
P : apakah pernah anggaran  realisasi berlebih atau kurang dalam melakukan  
   Kegitannya,yang seharusnya pas karna telah di anggarkan (8) ? 
J : Iya pernah 
P : Bagaimana cara dinas perhubungan  menjaga  laporan keuangannya agar     
     selalu sesuai efektivitas dan efisensinya?  (9)  
J : Dengan mengerjakan kegiatan  tepat  pada waktunya sesuai dengan 
prioritas  
P : Apakah akan  ada peraturan daerah yang akan dikeluarkan? Mohon   
      dijelaskan?   (10) 
J :  Belum ada 
P: Bagaimana cara  dinas perhubungan mengukur efektifitas dan efiensi  
  dalam merealisasikan Anggarannya?(11) 
J:  Dengan melihat lagi anggaran dinas dan  realisasi yang sudah dikerjakan. 




  pada dinas lain ?  (12) 
J : Tidak ada. 
P : Apabila tidak tercapainya target yang di tetapkan sesuai efektivitas dan  
    efisiensi apa yang biasa dinas lakukan   (13) 
J : Melakukan recofusing kegiatan  
P :Dalam tidak  tercapainya target realisasi sesuai efektivitas dan efesiensi  
siapa  yang harus bertanggung jawab ?  (14) 
J : Pejabat pelaksana teknis kegiatan 
P : Apa tanggapan bapak melihat perkembangan anggaran realisasi pada 5  
tahun belakangan ini ?   (15) 
J : Sejauh ini realisasi anngaran sudah cukup bagus dan terus meningkat. 
P : Apa dampak keseluruhan  dari terjadinya tidak tercapainya target 
realisasi?  (16) 
J : Kinerja instansi akan  menurun. 
P : Adakah  peruturan  tersendiri dalam  merealisasikan anggaran nya siapa 
yang telah membuat peraturan ralisasi padadinas perhubungan ?(17) 
J: Tidak ada  
P :Selama bapak menjabat perkembangan apa saja yang terjadi dalam laporan   
anggaran realisasi? (18) 
J :Penyiapan  anggaran pada setiap kegiatan tercapai. 
P :Apa  kegitan  sekarang  yang dilakukan dinas perhubungan  agar anggaran  
 realisasi  bisa meningkat ? (19) 




P :Apa saja kegiatan dinas perhubungan yang berkaitan degan anggaran  
     realisasi,   jelaskan contonya ? ( 20)  
J : Semua kegiatan  ada realisasinya terhadap  regu  kegiatan yang tertera 
pada DPA. 
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